
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas 

pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya 

(UUD 1945 alinea ke-empat). Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi 

bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan 

politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, didalam kebulatannya. Dalam mewujudkan 

cita cita pembangunan, pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan aspek aspek yang 

terkait dalam pembangunan tersebut. Salah satu yang terpenting adalah pembangunan 

Infrastruktur. 

Indonesia infrastruktur di atur dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, 

dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa 

Pemerintah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat mengeluarkan PP 

nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan 

pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kota padang merupakan salah 

satu dari beberapa kabupaten / kota yang ada di provinsi Sumatera Barat, dimana infrastruktur 

merupakan bagian penting dari pembangunan. Karena kota padang dilalui oleh jalur lintas 

sumatera sehingga membuat pembangunan meningkat pesat. 

Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis yang melayani  kegiatan  pembangunan 



 

 

infrastruktur perkotaan, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana, sumberdaya manusia, 

sarana dan prasarana yang ada dengan baik, serta berusaha melaksanakan tugas seoptimal 

mungkin. 

Dari beberapa infrastruktur yang ada di kota Padang, pembangunan jalan dan jembatan 

merupakan hal yang paling besar pengaruhnya terhadap perkonomian masyarakat, mengingat 

kota Padang merupakan jalur lintas Sumatera. Infrastruktur jalan dan jembatan di samping 

memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga 

terhadap proses pertumbuhan ekonomi di kota Padang. 

Demi mewujudkan hal itu, maka pemerintah pusat menganggarkan dana agar dapat 

melancarkan proses pembangunan jalan dan jembatan. Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN 

di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan 

maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah 

Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing 

daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan yaitu “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan 

merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program 

“agar penggunaan dana sesuai dengan pembangunannya. Maka diperlukan pengelolaan yang baik 

agar natinya dana yang dianggarkan bisa efektif dalam penggunaannya. Alasan penulis memilih 

instansi pekerjaan umum kota padang dikarnakan penulis berkesempatan magang dan dapat 

mengamati serta bisa melihat bagaimana kegiatan serta aktifitas di instansi pekerjaan umum kota 

padang dan pembangunan jalan dan jembatan termasuk didalam ruang lingkup intstansi 

pekerjaan umum kota padang sehinga saya tertarik untuk meneliti bangaimana sistim 

pengeloloaan keuangan dan kendala dalm pembangunan tersebut, penulis terinspirasi dari 



 

 

pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang melenceng dari 

aturan semestinya yang ada pada undang-undang sehinga banyak kasus-kasus kecurangan seperti 

korupsi, gagal proyek, pengelapan dana banyak terjadi di indonenisa dan merupakan fenomena 

bagus penelitian selanjutnya, peneliti yakin masalah  yang muncul ketika pembangunan 

berlangsung dikarnakan pengelolaan keuangan pada suatu perencanaan pembangunan tidak 

objektif dan afektif. Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengetahui 

bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, oleh karena itu penulis memilih judul proposal 

magang ”PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 

JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dalam pembangunan jalan dan 

jembatan pada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat? 

2. Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Sumatera Barat dalam 

proses Pengelolaan Keuangan pembangunan Jalan dan Jembatan? 

. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan dalam pembangunan 

jalan dan jembatan di kota Padang pada instansi Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera 

Barat. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat 

dalam pengelolaan keuangan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dalam penulisan laporan magang pada Instansi Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera 

Barat, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis : 

a. Dapat mengimplemantasikan ilmu yang didapat selama magang ke dalam pekerjaan 

secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas. 



 

 

b. Sebagai sarana latihan membandingkan materi selama di perkuliahan dengan 

penerapan yang dilakukan pada Instansi  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Sumatera Barat. 

c. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berorganisasi dan bersosialisasi di 

lingkungan kerja. 

2. Bagi Instansi : 

a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara Instansi dengan lembaga pendidikan 

untuk bekerja sama. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi Instansi  Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat atas 

keputusan yang telah dibuat pada masa lalu dan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang datang. 

c. Agar Instansi  memperoleh manfaat dari saran yang penulis kemukakanuntuk 

penyempurnaan pengelolaan keuangan yang diharapkan. 

1.5 Metodologi 

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari 

buku-buku atas literature serta tulisan-tulisan yang berhubungandengan Pengeloalaan 

Keuangan. 



 

 

2. Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mendatangi 

objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

sehubungan dengan penelitian ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi : 

a.  Gambaran Umum Instansi . 

b. Laporan Keuangan Instansi  Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. 

1.6 Tempat dan Waktu Kegiatan 

Pada kegiatan magang, penulis memilih Instansi  Pekerjaan Umum Provinsi 

Sumatera Barat sebagai tempat magang dan waktu pelaksanaan berlangsung selama 40 hari 

kerja mulai tanggal 10 Februari 2020 s/d 6April 2020. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan magang terdiri dari 5 (lima) bab yang akanmembahas 

hal-hal sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Secara umum menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, metodologi, tempat dan waktu kegiatan, dansistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengeloalaan keuangan,pembangunan jalan dan 

jembatan serta pengertiannya.  

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI  



 

 

Membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan Instansi , 

tujuan dan ruang lingkup kegiatan, budaya kerja, serta struktur organisasi pada Instansi  

Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. 

BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Merupakan hasil dari kegiatan magang yang menjelaskan tentang uraian dan 

pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dalam pembangunan jalan dan 

jembatan pada Instansi Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari laporan magang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan 

guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang 


